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PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN SEBAGAI
WUJUD CHOICE OF LAW DARI CONVENTION ON THE LAW
APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES

RINGKASAN

Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan menganalisa hal-hal yang
mutlak dilakukan mengenai perjanjian kawin dalam hal perkawinan dilaksanakan
secara perkawinan campuran, Selain itu juga untuk memahami dan menganalisa
akibat hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran apabila
mengesampingkan Convention On The Law Applicable To Matrimonial Property
Regimes?

Penelitian ini dilakukan menggunakan spesifikasi secara deskriptif analitis
dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian dilakukan baik dengan studi
kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun analisis data dilakukan secara yuridis
kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini didapatkan fakta bawa pembuatan perjanjian
kawin dalam perkawinan campuran tidak mutlak untuk dilakukan tergantung kepada
keinginan dari para pihak yang akan melakukan perkawinan. Dan apabila Suami dan
isteri yang tidak menggunakan kesempatan untuk memilih hukum vang akan
mengatur mengenai harta bendanya seperti pengaturan yang terdapat dalam
Convention On The Law Applicable 1o Matrimonial Property Regimes, maka akan
berlakulah hukum intern dari negara dimana kedua suami-isteri menempatkan tempat

kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan berlangsung



PRENUPTIAL AGREEMENT ON INTER COUNTRY MARRIAGES AS A
CHOICE OF LAW RELATED ON CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE
TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES

ABSTRACT

This research aimed to understand and analyze the problems that absolutely
made the prenupiial agreement in terms of inter country marriage. In addition, this
research is to understand and analyze the legal consequences for the parties related
on Convention On The Law Applicable To Matrimonial Property regimes.

This research was conducted using descriptive analytical specification with
normative approach . Phase studies were conducted either with library research and
Jfield research. The analysis of qualitative data is done legally.

The results of this research show that the prenuptial agreement in terms of
inter country marriage is not an absolute (o be done depends on the willingness of
the parties to perform the marriage. And if the husband and wife who do not use the
opportunity to choose the law that will govern the arrangement of their possessions
as contained in the Convention On The Law Applicable to Matrimonial Praperty
regimes , it will shall apply the internal law of the country where both the husband
and wife put ordinary residence the first day after the marriage took place.



